%

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR (2 TAHUN 2019
-  TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

' TAHUN 2019

BUPATI BOALEMO,

: a. bahwa dalam berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tei‘tinggal, Dan Transmigrasi Republik Indoﬁesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2019, perlu diatur Pedoman Teknis
Priorité.s Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo
Tahun 2019; R
bahan berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Boalemo tentang Pedoman Teknis Prioritas |
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Undang — Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

~ Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Ne'gara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
3899),sebagaimana telah - diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indc_)nes_ia Nomor 77, Tambahan Lembaian"
Negara Republik Indonesia Nomor 3965); |




'BUPA

ROVINSI GORONTALO

' PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR TAHUN 2019
| TENTANG

. PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Menimbang
A AT AR A B
FARAE ft&i.fi}?’é.f.i,gi*é;‘ﬂ’{ﬁ!‘_

{

LYo (I

P D .
LTI Gt B VTR b R i i v e DA B A ST 2y

- Mengingat

.
*

;1.

WABUP | &[_
sexpA ‘#
A3S /

P PR caytaE

ARG HUR b {

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019

BUPATI BOALEMO,

a. bahwa berdasarkan Kketentuan pasal 24 ayat (2)

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nofnor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2019, perlu diatur Pedoman Teknis
Prioritas Pe'nggunaan' Dana Desa Kabupaten Boalemo
Tahun 2019; | | L

blahwa' berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan
Bupati Boalemo tentang Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun

2019;

Undang — Undang Nomor 50 Tahun 1999 fen_tang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tanibahan
Lembaran

Negara Republik Indonesia " _Nonior

_3899),sebagaimana telah diubah dengan- -Undan_g—

Uhda_ng Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran

_ Negara Republik Indonesia Nomor 3965);




2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keﬁangan Negaré (Lembaran Negara Republik:'_ '
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4, Undang -~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan. Daerah( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaman Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimén telah diubah beberapa kali Terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala
Desa { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

NaAamar 1RRY.



. 15.

16.

17.

18.

20.

Peraturan - Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transm1gras1 Republik Indonesaa Nomor'. e
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan -

Mekamsme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa™ :

{ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor'r-:

'159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

| Tértinggal, Dan Tr_ansrnigrasi Republik Indonesia Nomor.

3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahu_n 2015 Nomor 160);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah .
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomo_r'

4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan -

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik - -

Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296); - " o
Peraturan 'Men_teri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor -
5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa ( Benta Negara Repubhk Indone31a Tahun -

2015 Nomor 297);
19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

-Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor-

16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana '
Desa Tahun 2019; | _
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2018 _

‘tentang Pengelolaan Keuangan Desa-_(Be_I‘lta Negara }

Republik ~ Indonesia Tah_un 2018 " Nomor 611)

~ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri -

21.

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Penambahan Atas Peraturan Menteri- Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

_ Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam. Negen Nomor 80 Tahun 2015 : '

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berlta .

L Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); - |




'- -Ménetépkan' '_ -

22,

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Ta_hufl S

2004 ten‘_cahg TransparanSi Pelayanan Publik dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo
(Lembaran 'Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004

‘Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
- Boalemo Nomor 111);

23.

Peraturan Daerah Kablipaten Boalemo Nomor 7 Tahun
2004 ten-tang -Partisipasi =~ Masyarakat  dalam
Penyeleﬁggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan
Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran D?erah Kabupaten Boalemo Nomor 112 ];'

- MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019

_ -BAB1 o
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalafn-Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo

A S

kabupaten. .

__Pemerinfah Daerah adalah'Pemerintah_ Kabupaten Boalemo
.'Bupati adélah' Bupati Boalemo. _
_ Sekretaxfis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
_. Kecamatan _édalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah

6. = Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yélng memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat' setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setem_pat

'_ yang diakui_.dan dihormati dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan

- Repub_l_ik Indonesia.




10.

12
13.

14,
i5.

16.

. "Peméﬁntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
) Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan |

- mengurus kep&ntmgan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat
_' setempat yang diakui dan d1hormat1 dalam 31stem pemermtahan Negara
_ Kesatuan Repubhk Indonesia. '

: '_Pemenntah Desa adalah kepala desa dan pera.ngkat desa sebagai unsur

L penyelenggara pemerintahan desa. _

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan s |

.perwu_]udan demekrasi dalam penyelenggaraan pemenntahan desa

: sebagal unsur penyelenggara pemerintah desa. |

- Dana‘Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

~ Anggaran~ Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/.kota dan

dig_unakail' 'untuk men_dan'éti : penyelenggafaan ' pemerintahan,

. pelaksanaan . pembangunan, pembinaan " kemasyarakatan, dan

~ pemberdayaan masyarakat. |
11. . Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Negara yang selanjutnya disingkat-
..'_APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
-disetlijui oleh Dewan 'Per'wakilan Rakyat. |
'Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
' APBDesa adalah -anggaran tahunan Pemerintahan Desa yvang dibahas

'dan dlS&tUle bersama -oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Pembinaan adalah pembenap_ pedoman, standar pelaksanaan,
- pefencanaan,- penelitian, pengeiﬁbangan, 'bixhbingan., pendidikan dan-
'.__'pelatiha'n, .konsultasi, supefvise pelaksanaan pegyelenggaran
Pérﬁerintahan Desa. o | |

_Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberlan fasilitas, dorongan,

atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan.

sumber daya alam secara lestari.

':Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan_'_.
perbaikan disegala bldang kepentmgan masayarakat kearah yang lebih
baik.

} Pri_orifzis Penggunaan Dana Desa adalah piﬁhan - kegiatan - yang
~didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kégiatan lainnya untuk

dibiayai dengan Dana Desa.




BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
_ Pengaturan Prlontas penggunaan Dana Desa bertu_}uan untuk:
a. Memberikan acuan bagl pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam
membina dan memfasmta31 pengunaan Dana Desa
| ._'b. Memberikan - acuan bag1 Desa Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan |

Masyarakat berdasarkan Kewenangan Desa.

: ' Pasai 3 _

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keadlian dengan mengutamakan hak dan kepen’ungan seluruh warga tanpa i

membeda—bedakan, _ |

b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepen‘angan yang lebih

mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
keﬁéhﬁngén 'sébagaiari besar masyarakat desa; | |

-c. Terfokus dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3

(tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan

: prioritas nasional, provinsi, kabupaten, dan desa;

d. Partisipatif dengan mengutamakan kreativitas dan peran serta masyarakat
~desa o | | |

.e.. Swakelola dengan mengutamakan kemandman desa dalam pelaksanaan
| keg1atan pembangunan desa yang dlblaya dana desa,

f. Berdikari dengan mengutamakan dana desa dengan mendayagunakan
. sumberdaya- desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola
untuk' m;isyarakat_ desa sehingga dana desa berputar .'secara bérkelanjutan._ o

- diwilayah desa dan/atau kabupaten,; o -

_ g. Berbasis :sumberdaya dcsé dengan men_gutamakari pendayagunaan sumber

| daya manusia dan'sumberdaya além yang éda di desa dalam pelakéanaan .

pembangunan; | - |
' ' BAB III
PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA
| | Pasal 4

Penggunaan Dana Desa untﬁk pelaksanaan program dan kegiatan di-bidang: '
pembangunan . desa dan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan

..membenkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyat akat desa berupa_

pemngkatan kuahtas hidup, penmgkatan kesejahteraan dan penanggulangan

kermsklnan serta penmgkatan pelayanan publik di tlngkat desa.




Bagian Kesatu
Bidaﬁg Pembangunan
' Pasal 5

(1) Keg1atan pelayanan sosial dasar mehputl
- a Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemehharaan saranar
" dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Lingkungan pemukiman;
C2 :Tfahéportasi; - |
3. Energy, dan
4. Informas1 dan komunikasi _
b. Pengadaan, pembangunan, _pengembangan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan:
" 1. Kesehatan masyarakat; dan | |
2. Pendidi_kan dan kebudayaaﬁ. | _
¢. Pengadaan, pembangunan, pengembéngan, dan pemeliharaan sarana
. dan prasarana ekonomi masy'aiakat desa meiiputi s

I_ 1. .__Usaha pertanlan untuk ketahanan pangan,

: 2 Usa_.ha ~ekonomi perta.man berskela produktif mehputl aspek '_

- produksi, distribum, dan pemasaran yang di fokuskan kepada

- pengembangan produk unggulan desa dan/atau kawasan perdesaan.

" 3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produktif, distribusi dan pemasaran vang di fokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk: unggulan desa dan/atau .
produk unggulan kawasan perdesaar.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemehharaan sarana
dan prasarana llngkungan untuk pemenuhan kebutuhan :

1. Kesmpsmgaan menghadapi bencana alam dan konflik sosnal

2. Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
- 3. Pelestarian’ hngkungan hidup. _
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharaan 1nfrastruktur .
- dan sarana dan prasarana lamnya .sesual dengan kewenangan desa dan '

diputuskan melalui musyawarah desa.

. Pasal 6 . S

(1) Pemngkatan pelayanan pubhk ditingkat desa sebagaimana dimaksud pasal
4 yang dlwu_]udkan dalam upaya pemngkatan gizi masyarakat serta_ o
pencegahan anak kerdil (stuntmg) i




(2) Keglatan pelayanan g1z1 dan pencegahan anak kerdil (stunting)

sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
_ : a. Penyedian air bersih dan sanitasi;

b, Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;

- c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu -

menyusui; .
d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan berkala kesehatan ibu

“hamil atau menyusui;

e, _Pengembanga_n apotik hidup dan produk h.oltikultura untuk memenuhi

‘kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
f. Pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
g. Kegiatan penanganan kualitas hidup yang sesuai dengan kewenangan

desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

L _ _ Pasal 7
(1) peningkaté.n kesejahteraan masyarakat desa diutamakan menciptakaﬁ
| lapangari kerja yang berkelanjutan, meningkatan pendapatan ekonomi bagi
keluarga miskin dan rnemngkaj:kan pendapatan asli desa.

| .{2) Program dan kegiatan antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa
dan/ atau produk unggulan kawasan, BUMdes dan/atau BUMdes bersama,
embung/ penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga desa sesuai
dengan keWenangan desa.

(3) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMdesa atau BUMdesa
bersama.

(4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya sesuai dengan

| kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah.

Pasal 8
(1) Penanggutangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4

diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya

tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang

menganggur, setengah menggangur, keluarga miskin, dan stunting.
(2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam

dan manusia di tujukan:

S



a. '_Arig'gdta 'keluarga' miskin;
b. Pengéngguran
‘c. Setengah pengangguran dan; :
d. Anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan /atau stunting. _
(3) Pendayagunaml sumberdaya manusia sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
o d1lakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk’ bidang
-pembangunan desa pa_hng sedikit 30% (tiga puluh persen) dlgunakan .
_membayar upah masyarakat desa dalam rangka menmptakan lapangan
kerja;
(4) Upah kerja d1bayar secara harian atau mmgguan dan pelaksanaan kegiatan |
yang dxblayal dengan dana desa
(5) Pelaksanaan keglatan padat karya tidak diketjakan pada saat musun

© . panen,

~ Bagian Kedua -
B_idangﬁPemberdayaan Masyarakaf_
_ Pasal 8 _ _
”(1) Dana Desa dlgunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang chtu;ukan untuk menmgkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil
pengembangan ilmu _pengét_ahuan dan teknologi, teknologi tepat guna
dan  temuan baru iin_tuk kemajuan  ekonomi  dan pertanian
tna'syar'ékat ~ Desa | dengan ' mendayaguhakan potensi dan
'.sumbérdayanyé sendiri. - R
{2 Keglatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dipnontaskan meliputi:
__a. penmgkatan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan lain sesua1
kondisi Desa. _ _
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan d1 o
Desa setempat;. ' |
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan ketahanan keluarga; _
e. pengelolaan dan pengembangau sistem informasi Desa mela]u’i

pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi pera.ngkat lunak

(softwar_e)dan ~perangkat keras (hardwarelkomputer untuk pend_ataén. e

dan  penyebaran informasi pembangunan dan -pe.mber'dayaan B

maSyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;




f. dlil_cungan _pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang -
' péndidikan, kesehatan, pemberdayaan warga ‘miskin, pemberdayaan. .
perempuan dan anak, serta  pemberdayaan masyarakat "
margmal dan anggota masyarakat Desa penyandang dlsablhtas

dukungan pengelolaan keglatan pelestarlan hngkungan hidup;

s

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konﬂlk
sosial serta penanganannya,

i dukungan _ pern_lodala.n_ dan o 'pengelblaan usaha .ekonorm'. ..

produktif yang  dikelola oleh BUMD'&_:sa dan/atau BUMDesa

~Bersama; _
J : 'dﬁkﬁngan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
kop'érasi dan /atau lembéga ekonomi masyérakat Desa lainnya;
k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan
| _pe’_ningkatan. kesejahtera'n'masyarakat. | _
L pénerapan teknologi tépat guna untuk pendayagunaan sumberdaya
~alam da_n peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktjf; |
m. périgembangan ketj'é sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan
p1hak ketiga; dan . |
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesual dengan |

'kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf. (b) Wa31b dﬂakukan secara swakelola oleh Desa atau badan
kerja samaantar-Desa dan dllaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan |

per_undang-undangam

Pasal 10
' Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangUrian De'sa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana :

difﬁaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam |

Lampiran I dan"Lampirafi_ II menjadi pedoman umum yang merupakan

bagian tidak .terpis'ahkah dari Peraturan Bupati ini.

- Pasal 11

' Desa .dalém perenCanaén program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat- .

Desa yang d1b1aya1 Dana Desa, dapat mempertimbangkan t1polog1 Desa L

.'berdasarkan Ungkat perkembangan kemajuan Desa, yang mehputl N




Pasa.l 12

(l) Desa Ter’anggal dan/atau Desa Sangat Tertmggal mempnontaskan keg1atan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

- ekonomi masyarakat Desa yang meliputi: _

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersai'na melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonorm pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

: unggulan desa dan/atan produk unggulan kawasan perdesaan.

22! pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok koperasi dan/ atau
lembaga ekonom1 masyarakat Desa. lainnya melalui akses permodalan
vang dikelola BUMDesa ‘dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonom1 pertanian berskala
prodl._lktlf ‘dan usaha “ekonomi- la_lnnya vang difokuskan kepada -
pembentukan dan -pengembangan'-produk unggulan Desa dan/atau
produk' unggulan kawasan .p.'erdesaan". '

3. pembent:ukan usaha ekonoml melalui pendayagunaan sumber daya
alam dan penerapan teknologl tepat guna; dan _

4. :-'pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi

' masyarakat Desa secara berkelanjutan. '

(2] Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang' _
i-.mehputl | ' ' _

1 penguatan BUMDesa. dan/ atau BUMDesa Bersama melalm penyertaan .
modal, pengelolaan produk51, distribusi dan pemasaran bagi usaha

~ekonomi ?ertanian befékala produktif dan usaha ekonomi. lainnya yang'- __

S dxfokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan' '

Desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan; _ )
2. penguatan u_saha ekon_or_m warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga :
~ ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang .
dike_lol;a' BUMDesa dan / atau BUMDesa, pengelolaén produ_ksi, distribuéi :

| dan 'pemasaran bégi usaha ekonomi pertanian berskala prbduktif dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan -

- pengembangan produk unggulan desa dan/atau prodlik unggulan:

kawasan perdesaan;




. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan
_ surnber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

.pemngkatan kuahtas_ dan kuantitas tenaga kerja terampil dan

pembentukan wirausahawan di Desa; dan

. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

(3] Desa -Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kese;ahteraan

ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1.

perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui

 penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemaséran bagi

usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengemba:iga_n produk

unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

. pérluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga
- ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang
" dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi

- dan pemasaran bagi usaha ekanomi pertanian berskala produktif dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan;

. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam

dan penerapan teknologi tepat guna;

4, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

S. perluasan/ ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hldup

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

| (4) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan

'Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang

meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang

pendi.di_kan,' kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan

perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan-

' anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;




- 3. 'pen"gelolaan' kesiapsiagaan rhenghadapi bencana alam dan konflik sosial,
' penanganan bencana alam dan konfhk sosml serta penanganan
kejadlan luar blasa lainnya;
' -3i4. pengembangan kapas1ta_s dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu
- berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara
transparandan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarékat dalam 'm'ernperkuat tata kelola Desa
" yang demokratis dan berkeadilan sosial.
{5) Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan
Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyai‘akat Desa
__ untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan
3 :_.part131pat1f |
_ 2_'. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan
o peraturan hukum di Desa; -
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk
= mendorong dan memngka_tkan partisipasi masyarakat Desa;
4, penguétan ketahanan masyarai{at Desa melalui penerapan nilai-nilai
Pancasﬂa, | N

' 5 penguatan adat istiadat, seni, trad151 dan budaya Desa.

Bagian Ketiga
Publikasi
- Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan

' pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Wa_]lb dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di
. ruang pubhk yvang dapat diakses masyarakat Desa.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayét (1)
dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan rhelibatkan peran serta
masyarakat Desa.

_ (3) Dalam hal. Desa tldak mempubhkamkan penggunaan Dana Desa di ruang

publik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernerlntah Daerah

Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.




_ N BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA
a Pasal 14
(1)-Peﬁetapan 3prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur
perencanaan pembangunan Desa yang dﬂaksanakan berdasarkan
' kewenangan Desa
(2} Kewenangan Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdiri dari
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
_- berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang—
undangan '
-(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan ‘dalam

penyusunan RKP Desa.

s Pasal 15
(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu
dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten;
(2} Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan
_daei‘ah kabupaten sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
 Pemerintah Kabupaten dengan menginformasikan kepada Desa ‘sebagai
berikut: _
a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
b. program/kegiatan pembangur_lah Desa yang dibiayai APBD Kabupaten
APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan-
kepada Desa. | ' ' |
_ Pasal 16
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai pridritas
kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui
Musyawarah Desa '
(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagmmana dimaksud pada ayat.
- menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
(3) Pﬁdritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah
ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB
Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB

Desa.
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| Pasal 17 _ _
(1) Rancéngan APB' Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3},
| dievaluasi oleh Bupati, . '
(2) Da_lafn hal hasil evaiuasi' Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
'seba_gaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan '
Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
. perundang—undangan yang lebih tinggi, memberikan penjelasan secara
tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan
atas rencana penggunaan Dana Desa,
(3} ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat

 Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 18
(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa
| untuk penyusunan pribritas penggunaan Desa, Pemerintah . D_esé
menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

{2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat

~ perkembangan Desa berdasarkan data IDM. _

(.3')' Hasil evaluasi .tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa
Tahun berkenaan _

| (4) Hasil evaluam tingkat perkembangan Desa sebagalmana dimaksud pada

ayat {3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam

penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB YV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

(1) Pembinaan meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan
teknis, serta pemantauan dan
(2) Pengawasan dilaksanakan untuk pencapaian efektivitas dan bahan

perumusan kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

s




(3) OPD Dmas Sos1a1 PMD melakukan pema‘ntauan dan evaluasi pénggunaan
prioritas Dana Desa. _
(4) Dalax_:_a'--rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam =
- ayat (3) pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan faSilitasi
' kepada Desa yang dlbantu oleh tenaga pendamping profes1ona1 |
(5) Hasﬂ pernantauan dan evaluas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
d1lakukan pemla:an cleh OPD Dinas Sosial PMD dlsampeukan kepada
Bupat: dan Menterl
._,(6) Cama_t melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan
- pljiori_tas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan

- pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 20

(1) OPD Dinas Sosial PMD fnenyampaikan laporan penetapan - prioritas
penggunaan dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan
Dana Desa setiap Desa kepada Bupati, Menteri c.q. Direktur Jenderal
Pembéngunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ' '

(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

. paling lambat 1 {satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
~ Pasal 21
{1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas
_penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:
‘a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa,;

" b melakukan ﬁendampmgan kepada Desa dalam menetapkan pnontas_
penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~
undangan; dan/atau

C. -melékukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana

Desa.




(2) Pengaduaﬁ masalah penetapan'pﬁorita's_peng.gunaan Dana Desa dilakukan
melalui :

. a Pejabat Pengelola Informasx dan Dokumentam (PPID) pada Kementerian .-
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmlgraS1 dengan
alamat pengaduan sebagai berikut:

1. Layanan telepon: 1500040 .

2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
- 3. Layanan PPID: Gedung Utama Lantai 1, Biro Hubungan Masyarakat
- - dan Kerja Sama .
- 4. Layanan Sosial Media: @Kemendesa (twitter), Kemendesa. 1 (Facebook)
~ b. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB VII
SANKSI
_ Pasal 22 _

1) OPD yang tidak melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan pnontas
| Dana ~Desa dikenakan sank51 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan berupa

a. teguran tertulis; dan
b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana desa kepada Menteri
* - Keuangan. | - |

2] Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

' membebaskan OPD kabupaten /kota dari kewajiban menyampaikan laporan .

penetapan pmontas penggunaan dana Desa.

BAB IX
'KETENTUAN PERALIHAN
o 'Pasal 23 |
_Dalain hél' Ind.eks. Desa Membangun dinyatakan tidak _berlak_u; .penetapan
pnorltas penggunaan Dané Desa berdasarkan kétentuan peraturan

: perundang undangan yang mengatur indeks tlngkat perkembangan Desa

_ _ Pasal 24 |
Dalam hal terjadi perubahari RKP Desa, "perubahan perencanaan program

_dan/atém kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana _Desa o

dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.




'BAB X
- KETENTUAN PENUTUP
| | ~ Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2
: Tahun 2018 tentang Peddman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
. (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 677), dicabut dan
. dinyatakan tidak berlaku, |

_ L | Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
"'Agar setiap orang d.apat. mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Perattiran Bupéti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Boalemo. - | ' |
o Ditetapkan di Tilamuta

DARWIS MORIDU

| Diundangka,n di Tilamuta
Pada__tanggal It febat 2010
'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

HUSAIN A EANGO




*'LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI BOALEMO

~ NOMOR :  TAHUN2018

CTANGAL : - TAHUN 2018

TENTANG _'_PEDQM'A_N-Phioéms-PE’N_GUNAAN'ﬁANADESA‘fAHUN ANGGARAN 2019

: .A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

o Penggunaan Dana Desa dlprlontaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di-Desa. Padat Karya . .
* Turiai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga

. dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

.. tenaga" kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangl kemiskinan, meningkatkan -

pendapatan dan menurunkan angka stuntang

) 1 Kerangka paklr model Padal’: Karya Tiinai dl Desa sebagal benkut

d.

' dltUJukaﬂ bag:
_ _1) anggota keluarga '.mi.s.kin
2) penganggur

'3) se_tengah penganggur

4} anggota' keluarga déngan balita gizi buruk dan/atau stunting

. “memberikan kesempatan kefja sementara;

mencipta_kan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya

"menggantikan pekerjaan yang lama;
. mekanisme dalam penentuan upah- dan pembaglan upah dibangun secara partisipatif
dalam. musyawarah Desa;
‘berdasarkan -rencana kerja yang dlsusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan

Iokal dan

. dlfokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan _
' sumber daya alam secara Iestarl berbasus pemberdayaan masyarakat '

- 2. Manfaat Padat Karya Tunai -

a.

'_menyedlakan lapangan kerja bagi penganggur setengah penganggur keluarga mlskm -

dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau stunting; _
b _menguatkan rasa kebersamaan, k_eswadayaan, gotong-royong dan - partisipasi
masyarakat; . -
. ¢ mengelola potens: sumber daya lokal secara optimal;
d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masvarakat Desa; e. mengurangi
jummlah penganggur sétengah penganggur, Keluarga miskin dan ‘keluarga dengan balita
pendenta kurang gizi dan/atau stunting.
3. Dampak
a. lerjangKaunya (aksesnbliuas) masyara:(at Desa’ temadap pelayanan dasar dan k ééié’t‘éﬁ
sosial-ekonomi;
b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
€. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnvajumlalri balita kurang gizi di perdesaan; dan
e.

turunnya arus:migrasi dan urbanisasi.

L




4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai
 a. swakelola: . .
- 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan mela!ui mekanisme swakelola;

.2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa
dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengu_tamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat,

sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokaldan pada masa awal setelah bavi lahir.

' Akan tetapl, kondisi stuntmg baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

'Bal:ta/Baduta (Bayi dlbawah usia Dua Tahun) yang mengafaml stunting akan memitiki tingkat
_.,kecerdasan tidak maks:mal menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di
“masa depan danat beresiko pada menurunnva tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas
: stuntmg akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan
_ memperlebar ketlmpangan

Beberapa' faktor yang menjadi penyebab stunt'ing:dapat digambarkan sebagai berikut:

1) praktek pengasuhan anak yang kurang ba:k
2) masih terbatasnya Iayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan
kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembeia}aran dihi yang berkuahtas
3) masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
- 4) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Pengunaan Dana Desa dlprlontaskan untuk menangam anak kerdll (stunting) melalui kegiatan
sebagal benkut _

e 1 Pelayanan Penihgkatan Gizi Keluarga di PosYandu berupa kegiatan:

T a penyedtaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusu: dan anak usia 0-6 bulan; dan
c. penyediaan makanan bargizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
meh\,}edi_akan dan memastikan akses tefhada"p air bersih; -

meny'edi'akan_dari memastikan akses terhadap sanitasi.

- menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). -
mefnberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
menyedtakan fasilitas dan memberikan pendldlkan anak usia dini (PAUD)
membankan pendidikan gizi masyarakat;

VR ND VR W N

remaja; :
10. memngkatkanSaIah satu kunci dalam penmgkatan kualitas hldup manusia di Desa adalah
konsumsu pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang.

- __Penggunaan D_ana Desa dapat diprioritaskan ontuk menfngkatkan kemandirian masyarakat desa

membenkan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada

di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan -

secara mandiri dalam menja'min pemenuhan kebutuhan pangan vang aman. sampai ke tingkat
-perorangan sekallgus memperkuat ekonoml Desa. Kegiatan pengawasan pangan aman yang
- dapat dibiayai Dana Desa antara lain: -

1. pengadaan alat penguji kearpanan pangan yaitu reagen rapid tes kid untuk meng'uji :

sampei-sampel makanan;

2. pelatihan kader Desa untuk mampu mendeteksn bdhan berbahaya dalam makanan yang

" dikonsumsi masyarakat Desa;

3. pelatihan tentang penge[olaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagl pengusaha

kecil dan/atau pengusaha rumaban yang mengelola produk-produk pangan;
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: 4. mengembangkan usaha usaha ekonomi pertaman untuk ketahanan pangzan di Desa yang-
' aman dan berbas:s sumber daya lokal di Desa. '

B. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Salah satu keglatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak
!angsung bagi keberian;utan Desa di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak vang masih
~dalam’ kandungan. Anak—anak di Desa yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik rawan .
menjadi anak nakal karena dipengaruhi penyaklt sosial seperti minuman keras, narkoba atau .
perkefahlan Bahkan kenakalan remaja di Desa dapat berujung pada tindak pldana seperti:
mencuri, merampok; atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang
tidak terpapar penyakit sosial dan tmdak pidana, tanpa pendldlkan yang .memadai akan
melah:rkan tenaga kerja tanpa keahlfian dan ketrampilan sehingga menyulitkan bagi masa
depan anak-anak saat mereka harus memperoleh pekerjaan. -

1. Penﬂguman Dana pembangunan dan/atau pengadaan sarana pracaran serta pengelofaan -
dukungan pendidikan bagl anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan,
alat bermain tradisional anak usia dini;

2. pembangunan dan/atau pengadaah_sarana ‘prasarana serta pengelolaan dukungan
pendidi_kan bagi anak usia wajib belajar, -seperti: perpustakaan Desa, fasilitas belajar
tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan | |

3. pembangunan danf/atau pengadazn sarana ‘prasarana serta pengelolaan dukungan
pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian,
pengembangan . pembibitan untuk tamaman, perikanan, dan/atau perkebunan,

. perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain'tfadisiona! sanggar seni dan budaya.
_'4. menyediakan bea siswa bagt anak-anak Desa yang berprestasu untuk memperoleh'

pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi. 3) Menlngkatkan kemampuan -

- .. untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator)
- a. Dana Pendidikan Anak :
b._ _Dana lbadah Dana lbadahDana lbadahDana IbadahDana IbadahDana lbadahDana
~ IbadahDana IbadahDana tbadahDana ibadah _
c. Dana Kebutuhan Khusus Dana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan XhususDana-
_Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan
“KhususDana Kebutuhan KhususDana ‘Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana
Kebutuhan KhususDana' Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan '
- KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana |
. Kebutuhan KhususDana Kebutuhan KhususDana Kebutuhan Khusus
5. Menmgkatkan pengetahuan tentang jems-jems mstrumen mvestas; terutama Tabungan
" Emas ‘ '
6. Mem:hki pengatahuan cir_i-ciri investasi bodong.

C. MATERI PELATIHAN
- 1) Melek Finansial dalam perspektif agama Islam . _
| 2) Dasar-dasar perencanaan ‘keuangan, menyusun tu;uan keuangan keluarga (tlmehne},_
financial check-up
3) Menghitung dana- dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pens&un)
4) instrumen {lenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi =~
5) Simulasi menyusun dan menghltung rencana keuangan ke!uarga
6} Mengena| ciri-ciri 1nvestasu ‘bodong
D. BENTUK PENGGUNAAN DANA DESA
1) Peiatlhan Kader Desa untuk pendampingan pengelofaan keuangan keluarga .
2) . Pelatihan Perempuan Kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga




e '3) Pelatihan Pengelo!aan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
o 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak .
5} _Pendampmgan keluarga-keluarga warga desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oieh
Perempuan Kader Desa

- 1. 'Penyufuhan.Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama -

:Perkawman anaktradlm ini. Karena itu, Desa harus meiakukan pendekatan aktlf untuk
N _mencegah kawin anak daIam perspektlf agama.

a. TUJuan
b.. Meningkatkan pemahaman warga desa umumnya dan orangtua pada khususnya '
mengenai kawin anak dalam nersoekttf agama. -
c. Kelompok Sasaran-
1) Wargadesa.
2) Pemuka Agama
3} Orangtua = -
d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
1) Pe!atlhan kader desa untuk pencegahan kawm anak daiam perspektlf agama
- 2) Penyuluhan bagl orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama :
_ 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama

2. Pelatihan Persiapan PérkaWinan Bagi Remaja Usia Kawin

) Angka perceralan di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar
. pada angka 8%, tetapi pada akhlr tahun 2017 angka [m melonjak sampai di angka 19,7%.
Berdasar_kan berbagai riset, tmggmya angka perceralan ini dipangaruhi oleh kesiapan
.3 perempuan dan laki-laki untuk mengé!ola dinamika perkaWinannya Untuk mengatasi hal ini,
Desa harus membenkan b:mbmgan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini '
.'dladaptas; men;adl program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat
-mempersiapkan dJrl__nya dengan baik, dan juga dapat menunda usia _memkan bagi remaja.. .

2. Tujuan Umum

_ Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan
membangun perkawman dan keluarga, terutama dengan perspektif agama Islam. -

b. TUJuan Khusus
1) Memngkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya -
' 2) _Memngkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Islam tentang perkawinan dan3) _
' - Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen
R hubungan sarta menge!oia konflik - _ _
- 3} Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawman, termasuk kapan mereka
akan menikah. ' |
- ¢ -Materi - . _
1) PS|koIog| Perkembangan & Kematangan Personal
2) Membangun Pondasn Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam}
3) Tantangan Kehtdupan Keluarga Masa Kini
4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik
5) Merencanakan Perkawinan
d. Bentuk Pénggunaén Dana Desa
1). Pelatihan Sehari. Persiapa'n' Perkawinan bagi Remaja
2} Pelatihan Pendidik Sebaya (Peer Educator)
3) ‘Pelatihan Kader Desa Pendamping Remaja (pendampmgan sebava)
m Pandammngan Remaia aleh Pendidik Sebava




3. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga desa ya'ng telah berkeiuarga,’_: meningkatkan kualitas kehidupan keluarga ménjacfi '_
penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah

tangga, percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa'

_memfas&htas: keluarga Mushm di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola .
- kehidupan keluarganya

a. Tu;uan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan
- sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif
agama '

b. Tu;uan Khusus o
1) Menmgkatkan pemahaman pasutrl tentang pondasi keluarga sakinah
2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
~.dalam kacainata Islam D : |
3} -Menmgkatkan kecakapan hidup pasutrl tentang ps:kologl keluarga dalam perspektif
~agama Islam : R _
4) .Memngkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konﬂik dalam perspektif
5) - Menmgkatkan pemahaman dan kecakapan h1dup pasutri dalam’ mengasuh anak“
 secara lslami = :
6) iMemngkatkan pemahaman dan kecakapan hldup pasutrl dalam memenuh:
L kebutuhan ke[uarga :
c. :-Maten . '
1) Belajar Rahasia leah Untuk Relasi Sehat
S2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah
- 3) _.:-Mengelola Konflik Dengan 4 Pilar Perkawinan Saklnah
4y ' Pengasuhan Anak Datam Keluarga Sakmah _
" 5) .Memenuhi Kebutuhan Keluarga.
d. Bentuk Penggunaan Dana Desa
1)_ Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masmg masing materi pelatlhan secara berseri.
2) _ Pelatlhan.keluarga teladan pendamping Keluarga Sakmah
'3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan _keidarga teladan.

'E. - PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa menjadikan warganya menjadi buruh migran afau_ tenaga kerja Indonesia di-
!L:ar héﬂe'i Dané'Ddsa dapat dipricritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga
Desa “yang akan bekerja di Iuar negeri. Materi pelatthan berupa ketramp:lan kerja dan '_
penguasaan bahasaasmg ' S : '

: ) K_eglatan pelatlhan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga Desa

. ,-Ia'innya' berupa pialatihan ‘kerampilan kerja yang meliputi: menjéhit, bengkel motar/mabil, '-

mengelas pertukangan membattk serta uklran dan meubeler.

Selaln itu, untuk mendukung pelatuhan ketrampllan bagi calon buruh m:gran Dana Desa dapat
“digunakan untuk membiayai perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, -

komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan Desa ini dibutuhkan datam rangka- "~

'menunjang proses belajar mengajar datam kegiatan pelatihan kerja bagi warga Desa yang akan
menjadi  buruh _migran. Keberadaan komputer di perpustkaan Desa ini terbuka untuk__
dlmanfaatkan anak—anak sekalah dala mengerjakan tugas-tugas sekolah. '




F.. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklu51 merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan

Desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang
dengan berbagal perbedaan latar belakang, karaktenstlk kemampuan, status, kondisi, etmk :
budaya dan Iamnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

-Desa Inkius: dicirikan oleh adanya lingkungan Desa yang bersifat inklusif dlkarenakan setiap
warga Desa merasa aman dan nyaman mendapatken hak dan melaksanakan kewajibannya.
Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, t:dak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang'
memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehldupan
bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat
menonjol. Mereka memiliki perbedaan:dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar,
bicara, berjalan, dan ada yang berbeda ‘kemampuan dalam cara membaca, menulis dan
berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi
sosial dan- memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang
sangat menonjo! tersebut ialah orang-orang yang memiliki . disabilitas, memiliki gangguan
tertentu, dan mempunyal kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat
inklusi, kita dengan peran ‘masing- masing’ mengikutsertakan mereka dalam Setlap kegiatan.
Jadi, Desa Inklusi adalah kandisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi
semua, yang setiap anggotanya  saling mengaku: keberadaan mengharga1 dan
meﬁgikutsértakar:\ perbedaan. L '

G. PENGEMBANG.AN' bESA INKLUSI

Desa Inklusi ' merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan
Desa bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan rmengikutsertakan semua orang
dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik,

- budaya dan Iamnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas. '

1. - Desa lnklum dicirikan o!eh adanya Imgkungan Desa yang bersifat inklusif dlkarenakan_
setiap warga Desa merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan
kewajibannya. Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebaga: ruang
bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa
‘Inklusi juga menjadi ruang kehldu_pan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri--
ciri khusus ‘dengan perbedaan yang sangat menanjol. Mereka memiliki perbedaan
dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang.

' berbeda ke'mampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang

' berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan
'perhatlannya Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol
tersebut ialah orang-orang yang mamiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan
mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat
inkiusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap
kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal -
serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya salmg mengakui keberadaan

_ .menghargal dan mengikutsertakan perbedaan. 3 B

2. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik Desa yang berada di
wﬂayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa.tanaman hias
dan tanaman obat ke]uarga serta .'sayu'ran dan buah organik. Wargé Desa vang mata
pencahariannya sebagal petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan Iahan_
pertamannya untuk tanaman hlaS dan tanaman obat keluarga serta sayuran. dan buah
organlk Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasnlan B
keluarga serta lingkungan rumah vyang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa
bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan




L ~ supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga
- serta sayuran dan buah organik. h
3. Usaha Pengolahan Kopi Desa-desa vang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya
' rendah Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah
| 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan
pelfkeb_una_n_ kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di
-dataran tinggi, Kopi ~dapat  dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.
Penggunaan Dana 'De'sa diprioritaskan  untuk membiayai pengembangan produk
- unggulan  kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat
mengembangkan kerjasarna antar Desa melajdi -pembantukan Badaa Kerjasama Antar
‘Desa (BKAD) yang secara khusus mengelolaHasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam
. bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat
. diolah _terlébih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk
_~ kemasan siap saji yang bernilai tinggi. Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam
' bentuk’_kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD.
~ Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh desa-desa
yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan
~ pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan
menjadi produk unggulan kawasan perdesaah.

H. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Safah satu mandat Undang-Undang Desa dalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi
dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang
ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
r_nasyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang
ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mangembangkan Badan Usahia Miliki Desa
(BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa
Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama
dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa {(BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat
kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal

di BUMDesza dan/atav BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
" yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut: '

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya

- digunakanuntuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam {USP}. USP ini menyalurian

" pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda

- ‘'motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas

_ dan di'sepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usahaBUMDesa yaitu

- usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa vang dikelola
de_ngan sistem komputerisasi.

-2, Sébuah Desa _yarig berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa

| untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan

“limbah rumah tangga. Moda! awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan

untuk usaha pemisahan dan ‘pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak

“jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat

| pofe'nsial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui -

pengembangan energi te_i'barukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan

pengolahan l_irhbah -'minyak:'.jeiantah ini akan menjadi sumber pendapat: asli Desa

- (PADeSa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

. : .
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Desa sepem pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu
' atau penyelenggaraan pelatlhan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
3. Desa-desa vang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakalan jadi), dapat
dapat saling bersepakat untuk bekarjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-
desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
sebagai badan pengelola ‘kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha
- konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh
setiap Desa yang ikut dalam. kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa
- Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-
| mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industei rumahan ke
- tingkat nasional maupun" ekspor ke luar negeri. BUMDesa. Bersama ini dalam
~ meningkatkan kualitas produk. industri rumahan * kenvensi menyelenggarakan
pelatihan tata busana

. 1. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

: Kémajﬁaﬁ pérdaganganDesa turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
Transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha ekonomi di Desa mencarminkan potensi
- perputaran uang di Desa, Nilai tambah dari hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi

di Desa yang diterima masyarakat Desa memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pengelolaan pasar. Desa. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang

* berkedudukan di Desa dan dikelofa serta dikembangkan oleh Desa melalui Badan Usaha Milik
Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios,
'-{os, dan tenda yang dimiliki/dikeicla oleh pédagang kecil, pedagang menengah, swadaya
- masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beri
“barang dagangan melalui tawar-menawar. '

N Fungéi'_pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. '_sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri
ataupun jasa; _

2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar
tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan
sosial ; dan

" 3.- sebapai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

- Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa
- adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, Pasar Desa juga berfungsi
- memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini

menguasa1 rantai pasok. Pasar Desa memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk

~menjadi lebih kreatif menaptakan berbagai produk yang memilikinilai ekonomis sesuai dengan

kebutuhan lokal. Akhtrnya, Pasar Desa akan menumbuhkan Desa mandiri dikarenakan warga
Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

J. PEMIBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

Pembangunan sarana prasarana Desa merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam
m'emper'cepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa. Salah satu ciri yang menonjol dari
perekonomian masyarakat desa adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena itu,
ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperti embung desa
menjadi sangat penting.

Embung Desa adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/ cekungan
untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha




pertanian dengan menmgkatkan indeks Pertanaman (IP) Embung Desa ini dapat drbuat

' - darlpasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran
Pembangunan Embung Desa merupakan upaya memngkatkan usaha pertanlan melalui

pemanfaatan semaksrmal mungkm areaf pertanian yang telan ada, yaity areat persawahan yang

tidak teralm irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan

tambahan air agar dapat tetap prOduktlf Selain itu fungsi embung dapat dlkembangkan sebagai
tempat. wrsata dan budi daya perikanan.

. Pembangunan embung merupakan safah satu program prioritas untuk dlb:ayal dengan Dana
- .Desa. Pembuatan. Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung
-.Desa’ dapat  dilakukan. ofeh  Pendamping Desa Tenik Infratruktur, adapun pelaksanaan
pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim
. Pengelola Kegiatan. | -

- Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa). Embung Desa dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata matpun
- usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan Embung Desa sebagai lokast wisata ‘akan menjadi

"sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung Desa untuk perikanan air

' tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan

'pemenuhan gizi bagl anak-anak.

Embung Desa yang dibangun dengan biaya Dana Desa memiliki persyaratan - tekms sebagal
berlkut

1 Standar Teknis Pembangunan Embung Desa:

© a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata_

~ air atau parit atau sungaf kecil) tidak diizinkan mengambil air dari galuran irigasi
"tekms, ' _
-b.'jlka sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus
| terdapat daarah tangkapan air; dan
c. volume embung desa yang dilaksanakan di desa < 16.000 m? atau dapat
- memberikan manfaat setara 25 — 200 Ha lahan pertanian.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Desa: '

a. lokasi embung desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran . -

permukaan saat terjadi hujan;

b. lokasi pembangunan embung desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, .

dibangun di tempat yang porous, maka embung desa harus dilapisi material
‘terpal/geomembran;

. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan
terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani,
dip'rioritaskan pada desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan {ahan non
irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan
palawija;

b. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata

air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
¢. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuoan desa dalam menyedlakan

area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman .

-~ pangan/palawija yang menjadi target layanan.
K. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Hampir bisa dipastikan setiap Desa di Indonesia memiliki potensi alamiah dan poténsi budaya

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat,
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kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan fainnya yang bisa dzkembangkan untuk menarik
" minat w15atawan !okal maupun mancanegara datang dan berlibur di Desa.

~Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai Desa Wisata diwilayahnya. klim panwxsata-

yang - kondusif dapat tercnpta denganmembangun dan menvedlakan kebutuhan sarana

- prasarana desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi desa, sekalrgusgi"

sebaga: aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi WIsata di Desa

_' Kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai Dana Desa antara lain berupa.
homestay dan toilet yang berstandar naswnai/mternas:ona! Konsep dasar homestay adalah’

© Atraksi Wisata (mengangkat ArSItektur Tradisional Nusantara dan mterakm dengan masyarakat
- Iokal) dan Amenitas (tempat tmggal aman, nyaman dan berstandar internasionat). Dana Desa
“dapat - digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat.
Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar vang
dikembangkan lebih banyak. Homestay dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Desa
selanjutnya dikelola melalui BUMDES. Tujuan penggunaan Dana Desa untuk memblaya:
-pembangunan Desa Wisata adalah: -

1. Menmgkatkan perekonomian Desa,
C2. Mencuptakan lapangan pekerjaan di Desa
o . 3. Mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat
4 Mendorang perkembangan kewirausahaan lokal; dan
S Mendorcng penlngkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalu: BUMDES

' L PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA -

. Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Desa dapat dikelola secara berkelanjutan

adalah’ Dana De_sa _dldayagun_akan untuk pemanfa_atan sumber daya alam di Desa. Contoh

sumber daya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumber daya air, hutan,
sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumber daya mineral dan energi, dan
potensi wisata seperti laut, goa, dah pemandangan alam. Pendayagunaan sumber daya alam di
Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat

' .guna adalah teknologt yang sesuai. dengan  kebutuhan masyarakat, dapat menjawab

’permasalahan masyarakat tidak merusak imgkungan, dapat dimanfaatkan dan dlpehhara oleh

* masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek .. B

-Imgkungan Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumber daya alam
- dan teknologl tepat guna adalah sebagal berikut:

1. | Pembanguna_n Pembangk1t Listrik Tenaga Mikro HidroMasalah yang dihadapi desa"-d_t_ésa _

" di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah tidak adanya pelayanan jaringan listrik -
dati PLN. Namun demikian, bagi desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang
dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat menggunakan Dana '

 Desa untuk _'membahgun pembangkit listrik tenaga mikrohidre (PLTMH). PLTMH adalah

'pembangkitan listrik dihasilkan aleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan
oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk
menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

- Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai. |

pengadaan genlerator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun

B jarmgan d:strubusu listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga .
Desa membeli lisrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat- yang diperoleh dari -
: pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa .
memperoleh layanan listrik dengan. memanfaatkan sumber daya-alam dan teknologi -
tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli . Desa dari usaha“

npngplnlann listrik Desa.




2. Kehutanan Sosial o |
Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah

- program ‘legal yang membuat’ masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan

- _mendapatkan manfaat ekonomi Ada lima skema dalam program perhutanan sosml _ |
 yaitur

-a. Hutan Desa yaknl hutan negara vang hal pengefolaannya diberikan kepara [embaga
- Desa untuk kesejahteraan Desa.
~ b. Hutan Kemasvarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan
- untuk memberdayakan masyarakat setempat.
¢. Hutan Tanaman Rakvat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun
~ oleh ke!ompok masyarakat uatuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan_snlwku_ltur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya
hutan. :
d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat.
e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelotaan
hutan, pemeg’ahg izin usah'a pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai
kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasni hutan.

..-Dalam Perhutanan $osial embuka kesempatan bagl Desa dan/atau warga masyarakat Desa di
“sekitar hutan untuk mengajukan hak pengeiolaan area hutan kepada pemerintah, Setelah
disetUJUl maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari
‘hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan

_ mendapatkan msentuf berupa dukungan teknis dari pemenntah dalam mengelola perkebunan
tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasll panen dari perkebunan ini dapat kemudian

_ dijual'oleh._'masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekanominya sehari-hari

‘Dana Désadapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana
‘Desa digunakan untuk memblayal usaha ekownsata yang diarahkan untuk menggerakan roda
perekonornlan warga Desa. |

M. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKUM MEI.ALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

-Upaya mengatasn dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bum| agar tidak meningkat:

dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.
. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak teriepas dan kegiatan pembangunan dan
-pemberdayaanmasyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa. -
‘Perubahan iklim berdampak pada kehndupan manusna, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan

.suhu dapat. mengubah sistem iklim yang mempengaruhl berbagai aspek pada ‘alam dan
-kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas ajr, ‘habitat, wilayah
pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber -
makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi .
tanah, menyimpan pasokan air, ‘rumah bagi banyak hewan. dan tanaman liar serta
"mlkroorganlsme Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan
banvaknya pchon yang mati karema kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhimya
menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya,
menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya
masyarakat yang bergantung pada hasii hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, Ikénaikan.mhu;_ meningkat atau menurunnya curah _hujan, meningkatnya frekuensi
dan ihtensifas 'b_adai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang
mengandal'kari pengelolaan- sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
(tangkap- maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum "dirasakan adalah
mewabahnya penvyakit -tanaman, menurunnya kapasitas produkéi, gagal tanam/panen,
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| perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan tokal mengalami _

~_-ancaman serius dengan ter1ad|nya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah . |
'nenurunannendapatan Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika nasokan'
pangan barkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selam |tu, tekanan perubahan iklim EUga berpotensi menimbulkan bancana. Berbagai ancaman

. yang umum menjadl gangguan pembangunan desa seperti banjir, longsor, kekermgan, angin
kencang dan gelombang tinggi.

Upava pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasnas adaptasi
'-:masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum ter;adl serta meningkatkan peran serta
' masyarakat dalam penerapan pola h:dup rendah emisi gas rumah kaca (GRK).

GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat

pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan

mengurangt emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup

manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi
~ dan/atau adaptasi perubahan iklim. ‘Upayamitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat

'pent:ng dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja dl
: sektor pertaman yang sangat rentan terhadap dampak perubahan lkllm

' Mltagas: pe_rubahan' iklim dl Desa adalah upaya untuk menurunkan fingkat emisi GRK di
lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi. perubahan ikiim merupakan serangkaian kegiatan vyang
ditakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya -
penanggulangan dampak - perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk.
mlt!gaSI perubahan iklim skala Desa per!u mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa.
Sebagal ‘contoh’ untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk
memngkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara -
mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mampu
melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat Desa ‘untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang

ditimbulkannya dengan mempert:mbangkan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang
~ dimiliki dan karekterlstlk Desa.

' Kegiatan penyesuatankeglatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan
iklim termasuk bagian dari adapt_ési perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan t_isaha ekonomi di R
Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan

: p'angan ?'ang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola

tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan’
- serapan karbon. :

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan

Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber

daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam
~ jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan- keglatan mitigasi
~ dan adaptas: perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Keg|atan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salahsatu mitigasi perubahan iklim adalah melalai program REDD+ / Reduction af -
.Emissions from Deforestation and Forest Degradation .atau Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengeio!aan' .
Hutan Berkelanjutan dan Peningkatan Stok Karbon. L _ {

e



Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan k_egiatan. REDD+

seperti p_eningkatan kapasitas masyarakat dan pemerinta_h desa mengenai REDD+ dan

penyusunan perencahaan kegiatan REDD+ di tingkat Desa. Selain itu, juga dapat

| dlgunakan untuk keglatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan

o pembangunan hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat,
: dan upaya pengendahan kebakaran hutan dan Iahan

Keglatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam Kerangka REDD+
yang dapat dlblaval Dana Desa meliputi:

_ a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian Iingkungan hidup, antara lain:

L
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-perbalkan lahan yang rusak melaful keglatan membuat hutan Desa yang dlkelo!a
secara berkelanjutan :

pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan Iahan gambut pada

‘wilayah yang rawan kebakaran hutan;

pengembangan wisata berbasis sumber daya Desa (ekowrsata) sebagai upaya
pengelo!aan hutan Desa secara barke[anjutan - :
melakukan penghuauan, pengkayaan “tanaman hutan, - praktek wanatani -
(_agroforestry), _ ' -
pembuatanrumah bibit tanaman barkayu dan MPTS;
pembangdnah dan pengelolaan tata air lahan gambut;

_pembukaan fahan tanpa bakar (PLTB); dan

dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendahan kebakeran hutan dan
fahan untuk kelompok Masyarakat Peduhkebakaran hutan dan lahan. untuk
kelompok Masyarakat Pedull Api sebagat upaya pengelofaan hutan desa yang

-berkelanjutan.

b, pembangunan sarana prasarana pengolahan hmbah dan sampah antara lain:

1)_

_2)

4)
5)
6)
7)

penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemllahan sampah organik

dan anorganik;

peralatan pembuatan kompos padat dan/atau calr, _

pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dllengkapl dengan pera[atan penangkap_
gas metan; :
pengadaan alat angkut sampah; _ _

pembangunan tempat pembuangan sampah sementara

peralatan pengolahan jerami padi; dan

pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/hmbah (mls pembuatan pupuk
organik, mesin cacah dit). :

e pembangunan sarana prasarana energi terharukan antara lain:

o
L 2)

3)
4)
5)

nembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hldl‘O (PLTMHY;

pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga
angin; R .
instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;

instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan

peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pe]estanan ilngkungan hldup dan -
: pengendahan perubahan iklim, antara lain:

1)

2)

4)

penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+
pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasss '
masyarakat untuk pelaksanaan REDD+
patroll kawasan hutan Desa;

pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan
hutan dar: praktek 1Iegai loging. '




' 5) - peningkatan kapasitas masvarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan
hidup di hutan Desa;
- 6) pem_ngkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan
~ kebakaran
"~ 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
- sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan :
8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2 Kegtatan adaptasi perubahan iklim

- Kegiatan adaptasi’ perubahan iklim di tmgkat tapak yang dapat dlblayal Dana Desa
‘meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung
. terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi
- terbarukan yang dikelola secara mandm oleh masyarakat desa, dengan kegiatan
- antara lain:

1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hu;an untuk menmgkatkan
- cadangan air permukaan/tanah;. B '
2} pembuatan infrastruktur bangunan untuk mehndungl dan konservasi mata
" airf/sumber air bersih;
3) : 'pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptlf
_ terhadap perubahan iklim; : :
4 pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptlmalkan pemanfaatan lahan
- pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, petern_akan
B '5). perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencahanan alternatif
.- yang tidak sensitif iklim;
:7) pembuatan kebun holtlkultura|bersama,
'8)  perbaikan lingkungan agar tidak terjadl genangan air yang dapat memicu
- terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan o '
9)- pengadaan peralat‘an/sarana untuk mencegah terbentuknyauentlk—jenttk
o nyamuk pada kolam penampung air.
bl 'keglatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung _
terbangunnya ketahanan iklim, antara lain: '

1). . peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan
" layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model
‘pelatihan masyarakat yang lainnya;
'2) . pelatihan simulasi tanggap bencana hldrometeorologls seperti banjir, longsor,
' 3) pengenalan teknologi tepat guna pengeolahan komoditas -
_-pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak
- sensitif iklim;.
3) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan pertanlan movatif dan adaptif .
. perubahan iklim; dan
4) - pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, mnsa!nya pencegahan
- - demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M
L (menguras, menimbun dan menutup). . : _
3 Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendahan perubahan iklim dan pengurangan risiko -
bencana terkait perubahan iklim S

Pengendahan perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan
keglatan adaptasr dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu
program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim
adalah Pragram Kampung [klim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan




' mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca

dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon Pelaksanaan Proklim diharapkan _.

dapat memberikan ~manfaat sosml ekonomi dan mengurangi risiko bencana
hldrometeorologl ' |

o Keg|atan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam kerangka Proklim yang dapat _'
dlb!ayal oleh dana desa meliputi: '

a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emm karbon.
dan risiko bencana terkalt perubahan iklim, antara lain:

: o

4)
. 5)
6)

Y

7

9
10)

pembuatan/perbalkan parit di area rentan banijir;

pengadaan peralatan pengendali banjir;

pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;

pembuatan tanggul pemecah ombak;

pembelian bibit dan penanaman bakau;

penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor

- (plengsengan);

pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara; -
pengadaan . alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk =

. organik, mesin cacah);

rehabthtasa /relokasi pemukiman penduduk dl kawasan rawan longsor; dan
pengadaan alat pendukung penanganan bentana sepertl rambu evakuam,
sistem perlngatan dini berbasis masyarakat.

| b'.'_ Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk pengurangan emisi karbon dan
bencana alam d|karenakan perubahan iklim, antara lain:

1)
2)
3)
4}
5)
6)

penvusunan rencana adaptasa dan mitigasi perubahan |khm

‘pelatihan kelompok masyarakat ProKhm,
' penyusunan rencana tanggap bencana;

pelatihan relawan tanggap bencana;
sosialisasi dan simulasi bencana; dan

pelatihan pengelolaan sampah mandiri.




.~ N. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Bencana alam bagi masyarakat Desa sangatlah merugikan. Selain menimbulkan korban jiwa,
bencana alam juga menimbulkan kerugian material bahkan dapat menghilangkan seluruh | "
kekayaan warga Desa yang terkena bencana alam. Wilayah indones:a tarmasuk wilayah
_'-perdesaan rawan bencana aIam seperti: banijir, gempa bumi, tsunam1 maupun longsor.
- Masalah yang sering meneul adalah bahwa masyarakat Desa tidak mencukupi pengetahuannya
__ 'da!am menghadam bencana maupun menanqgulangl bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat o
" Desa sermgkah ketidaksiapan dalam menghadapi bencana alam sehmgga mengalamlberbagaa
 macam kerug1an baik itu nyawa, materi maupun kerugian mmateml

'_'Penggunaan Dana Desa dapat dtgunakan untuk penanggulangan bencana alam. Saiah satu
contohnya adaiah Desa yang rawan bencana tanan longsor dapat menggunakan Dana Desa

 untuk memb;ayal pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui keglatan-
-keglatan antara Iam '

1. Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Pencegahan Bencana melalw peringatan dini
(early warning system) yaitu :
a.  pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor Iahan,
. pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah fongsor;
pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
. 'perr}buatan tanda larangaty _nen’fotongan lereng tebing; |
: mélakukan ‘reboisasi pada hutan yang pada saat. ini dalam’ keadaan gundul,
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menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-iahan
terbuka, )
1. membuat terasering atau sengkedan pada lahan’ yang memiliki kerniringan vang'_
" relatif curam;
g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
h. membuat dan/atau mangadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada
gejala—gejala bencana tanah longsor; dan
i. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan dil’l jika terjadl bencana
tanah longsor.
2. Penggunaan Dana Desa untuk membtayat pemu!:han setelah terjadinya bencana tanah
Iongsor antara lain:
a.. pembangunan tempat-tempat oenampungan sementara bagian para oengungsu o
seperti tenda-tenda darurat; '
b. ‘menyediakan dapur-dapur umum;
‘. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
d. penanganan_trauma pasca bencana bagi para korban. |

O. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

o Bén_ca_ha alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bum_i,' tsunami, gunung meletus,
- banjir, kekeringan, dan tanah iongsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah péristiwa
yang mudah untuk diperkirakan. Kar'e'nanya segera setelah terjadi bencana alam dilakukan >
_ kegiatan tanggap darurat Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai Keguatan Tanggap
Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut: |

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dlblayal mela[w APBDes
a. Keadaan Bencana _ . _
1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penvelamatan mandm
2) Pelatihan keterampilan paska bencana

b. Keadaan Darurat - S ‘( .




©2) Pélayanan kesehatan
-"_ 3) Menyiapkan lokasi pengungsian _
4) Menyediakan obat — obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin,
_ ' 'minyék telon, obat nyamuk, obat analgesik, abat diare, oralit dll. '
c. Keadaan Mendesak '
1) Memberikan pertolongan pertama

. Memberikan pertoiongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum
dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan -
lainnya. Des_é dapat mengadakan : Peralatan Standar Pertolongan Pertama
(Kotak PP).

' 2) Penyediaan' penampungan sementara {Pos pengungsian/Shelter)

Menye'diaka.n lokasi aman sebagai lokasi pengungsian danmenyiapkan peralatan
- mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian. .

.- . 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban ben'_can.é alam
4} Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat

~ 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan
~ distribusinya
6) Menviapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan ; anak ~ anak, bayi,
balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
7} Pengamanan Lokasi

Menyiapkéri dukuhgan keamahan lokasi te'rdémbak bencana

-8) . Menerima dan menyalurkan bantuan
1. Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa

Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa {(RKPDesa) Tahun 2019 dan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun. 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan fangkah sebagai
berikut: '

a. Perubahan RKPDes _ _
- 1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap'
- Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2019;
2)‘ Perubzhan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhltungan kebutuhan _
- kebencanaan dari Dana Desa 2019; _
3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumiah
' kegiatan sebanyak — banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat
- mementuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di
' ‘wilayah yang terkena dampak bencana alam;
- 4) Refokusing kegiatan desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
| 5). Perubahan RKP Desa Tahun 2019 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim
Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang
. refokusing kegiatan Desa; '
6) Rancangan perubahan RKP Desa’ vang disusun oleh Kepala Desadan tim
penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPDéz
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1)

3)

g

Desa (MusrenbangDesa)

Hasil kesepakatan musrenbanzdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa

menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa'
: tentang RKP Desa Tahun 2019 Perubahan.

Perubahan APBDesa Tahun 2019

Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2019, namun dilakukan -

- perubahan RKPDesa Tahun 2019 untuk kepentingan tanggap darurat bencana

alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 20189;

Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun- 2019 dengan ;
.berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2019 Perubahan,

Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2019 untuk
direview oleh Bupati/Walikota sesuai peraturan perundang undangan tentang

“keuangan Desa

Dalam.. hal - rancangan perubahan APBDesa Tahun 2019 ';udah ~ disetujui .

' _Bupat:/Wahkota maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa - .

""tentang APBDesa tahun 2019 Perubahan.

'DARWIS Momnuk



